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ABSTRAK 

Muhammad Ihsan, 2220419310027, 2026, Implementasi Zona Integritas pada 

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, di bawah bimbingan 

Prof. Dr. H. Asmu’i sebagai dosen pembimbing. 

 

Kata Kunci: Zona Integritas, WBK, Implementasi Kebijakan, Teori Edward III, 

Reformasi Birokrasi, BPKP Maluku Utara. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Perwakilan BPKP Provinsi 

Maluku Utara tahun 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan 

penghambat yang memengaruhi keberhasilannya. Pendekatan kualitatif deskriptif 

digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam 

dengan informan kunci, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Data dianalisis 

secara sistematis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward 

III sebagai kerangka analisis utama, yang mencakup empat variabel utama: 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Zona Integritas pada enam area 

perubahan (Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem 

Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) secara umum telah berjalan dengan baik, 

terstruktur, dan terukur. Capaian ini dibuktikan oleh nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) sebesar 89,42 (Kategori A), penegakan sistem merit SDM, serta 

peningkatan efisiensi operasional. Faktor pendukung meliputi komitmen dan 

keteladanan pimpinan (tone at the top) yang memperkuat variabel disposisi, 

kejelasan penyampaian informasi pada variabel komunikasi, serta skema reward 

and punishment yang konsisten. Sebaliknya, hambatan paling signifikan terletak 

pada variabel sumber daya, khususnya keterbatasan jumlah dan kompetensi 

personel, yang memicu beban kerja ganda (double burden) serta berdampak pada 

belum optimalnya siklus pemantauan, evaluasi, dan revisi SOP berkala.  

 

Temuan lapangan mengungkap fenomena empiris yang menarik di mana 

keterbatasan sumber daya manusia berhasil dikompensasi secara efektif oleh 

struktur birokrasi berbasis digital (melalui pemanfaatan aplikasi seperti SIMA, 

BISMA, MONSIMA, dan sistem transaksi nontunai) bersama dengan tingginya 

komitmen pegawai. Integrasi teknologi informasi terbukti efektif dalam 

menyederhanakan alur kerja birokrasi yang rumit, mereduksi potensi malpraktik, 

dan mengompensasi kekurangan personel. Secara keseluruhan, implementasi Zona 

Integritas telah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola 

pemerintahan pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara secara signifikan. 

Untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) status WBK, organisasi perlu 

memprioritaskan peningkatan kapasitas SDM fungsional, redistribusi beban kerja, 

pengetatan jadwal evaluasi berkala, serta pembenahan infrastruktur fisik pelayanan 

publik.  



 

 

ABSTRACT  

 

 Muhammad Ihsan, 2220419310027, 2026, Implementation of the Integrity Zone 

at the BPKP Representative Office of North Maluku Province in 2024 , under the 

supervision of Prof. Dr. H. Asmu’I  as supervisor. 

 
Keywords: Integrity Zone, WBK, Policy Implementation, Edward III Theory, Bureaucratic 
Reform, BPKP North Maluku. 

 
This study aims to analyze the implementation of the Integrity Zone policy towards a 
Corruption-Free Area (WBK) at the BPKP Representative Office of North Maluku Province 
in 2024 and to identify the enabling and inhibiting factors affecting its success. A descriptive 
qualitative approach was employed in this research. Data were gathered through in-depth 
interviews with key informants, direct observation, and documentary studies. The data were 
systematically analyzed using George C. Edward III’s Policy Implementation Theory as the 
primary analytical framework, encompassing four main variables: communication, 
resources, disposition, and bureaucratic structure. 
The findings indicate that the implementation of the Integrity Zone across the six change areas 
(Change Management, Process Governance, HR Management System, Performance 
Accountability Strengthening, Oversight Strengthening, and Public Service Quality 
Improvement) has generally executed well, structurally, and measurably. This achievement is 
evidenced by a Community Satisfaction Index (IKM) score of 89.42 (Category A), the 
enforcement of a merit-based HR system, and increased operational efficiency. Enabling 
factors include strong leadership commitment and role modeling (tone at the top) that 
reinforce the disposition variable, clear information dissemination within the communication 
variable, and a consistent reward and punishment scheme. Conversely, the most significant 
barrier lies within the resource variable, specifically the limited quantity and competence of 
personnel, which induces a double burden and leads to sub-optimal cycles of monitoring, 
evaluation, and periodic SOP revisions. 
 
Field findings reveal a compelling empirical phenomenon where constraints in human 
resources were successfully compensated by a digitally driven bureaucratic structure 
(utilizing applications such as SIMA, BISMA, MONSIMA, and non-cash transaction systems) 
alongside high employee commitment. The integration of information technology proved 
effective in streamlining cumbersome bureaucratic workflows, reducing potential 
malpractices, and mitigating personnel shortages. Overall, the Integrity Zone implementation 
has significantly enhanced public service delivery and governance at the BPKP 
Representative Office of North Maluku Province. To ensure the sustainability of the WBK 
status, the organization should prioritize increasing functional HR capacity, redistributing 
workloads, enforcing stricter evaluation schedules, and improving physical infrastructure for 
public services. 
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